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Study Design This study is being used in a descriptive method derives Researchers want 
to describe give elaborate on how the implementation of waste management policy in East Timor 
Dili District Government of the State, with the face of data collection is done by interview give 
documentation. This is Reported in Research Vice Regent Regent give Dili, Head 5 (five), Head 
4 (empathy) give the Community. Results showed realization give waste management program 
in Timor Leste Dili State in 2015 in 4 (empathy) District of running properly, Environmental 
cleanliness program's budget from the central government, namely the Ministry of Internal 
Affairs of Timor-Leste. Implementation of policy initiatives dominated give more initiative from 
the Central Government (Top Down). Dili District Government, giving it more community 
empowerment practicing general education as well as specialized as well as an evaluation of the 
implementation of the policy of the Government in the implementation of the waste management 
program. Then, in order to obtain the existence of political support from all elements of society 
and the social party political. 
 





Persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan 
perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan 
peningkatan aktivitas pembangunan. Peningkatan volume sampah berkembang 
secara exponensial yang disebabkan karena peningkatan pertumbuhan 
penduduk dengan segala memperlihatnya. Sampah padat, salah satu jenis 
sampah merupakan material yang terus-menerus meningkat dan dibuang oleh 
masyarakat, Sampah adalah segala bentuk limbah yang ditimbulkan dari 
kegiatan manusia maupun biasanya binatang yang berbentuk padat secara 
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Pengelolaan sampah rumah tangga sementara ini dipandang hanya 
sebagai tanggungjawab pemerintah semata. Masyarakat lebih berperan hanya 
sebagai pihak yang dilayani karena pemerintah mempunyai program  
kebersihan kota pada setiap hari Jumat di Dili seperti kebersihan lingkungan 
kantor, di pantai, jalan umum dan pasar. Padahal saat ini sudah ada system yang 
lebih baik dan efisien dan dianggap modern yaitu konsep zero waste, dengan 
menerapkan pengelolaan sampah Non Organik atau sampah Rumah Tangga 
secara terpadu, mengurangi volume sampah dari sumber dengan cara daur 
ulang Alex, (2012:27). Pembuangan sampah di Kabupaten Dili tidak seimbang 
dengan daya angkut dan daya tampung yang ada, sehingga sampah masih 
menumpuk di pinggir jalan, di depan Kantor, sekolah, pantai dan di sudut-sudut 
Kabupaten Dili.  
Sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Dili-Timor Leste 
dapat dikatakan masih tergolong menggunakan konsep tradisional yang 
menganut konsep kumpul, angkut dan buang. Sistem ini masih terus digunakan 
karena masyarakat belum mengetahui cara pengelolaan sampah dengan baik. 
Tumpukan sampah yang ada di pinggir jalan akan mengakibatkan penyempitan 
jalan dan menyebabkan kemacetan serta menyebabkan polusi dan penyakit pada 
masyarakat sekitarnya. Sampah yang bertumpuk akan menyebabkan bau yang 
tidak sedap dan pemandangan kota yang kotor serta menyebabkan 
ketidaknyamanan. Sampah menjadi permasalahan jika kemudian tidak diolah 
dengan baik dan tidak termanfaatkan. Pemerintah telah membuat bak 
penampungan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di setiap 
Suco/Desa dan Aldeia/RW di Kabupaten Dili sebanyak 335 tempat, dan daerah 
operasional pengangkutan sampah di Kabupaten Dili terdiri empat Kecamatan 
yaitu : 1. Kecamatan Dom Aleixo. 2. Nain Feto. 3. Vera Cruz dan Kecamatan 
Cristo Rei. 
Dengan keterbatasan fasilitas yang ada di Kabupaten Dili dalam hal 





Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 2  119 
 
Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) yang tidak memadai untuk 
menampung sampah, sehingga sampah yang ada di Kabupaten Dili tidak 
terangkut semua sesuai dengan waktu yang ada. Tumpukan sampah semakin 
meningkat tetapi tidak difungsikan atau manfaatkan atau diolah untuk 
meningkatkan ekonomi keluarga.  Meningkatnya tumpukan sampah rumah 
tangga di Kabupaten Dili dari hari ke hari semakin banyak maka terjadinya bau 
busuk, dan polusi udara yang tidak nyaman di setiap lingkungan hal ini 
menimbulkan dan mempengaruhi terhadap kesehatan masyarakat.  
Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Kabupaten Dili bahwa 
timbunan atau volume sampah rata-rata perhari di Kabupaten Dili mencapai 
4,75 juta m3 sedangkan pertahunnya mencapai 1,733,75 m3 dan itu semua perlu 
perhatian khusus karena dalam pengumpulan sampah Pemerintah Kabupaten 
Dili dihadapkan pada masalah sarana dan prasarana seperti bak sampah, truck 
sampah dan gerobak dorong untuk melakukan pengangkutan di setiap lokasi 
sampah ke TPS.   Pemerintah Kabupaten Dili menyediakan bak sampah rumah 
tangga  sebanyak 335 (Unit Bak Sampah),  dan daya angkutan sampah dari 
tempat pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya 
mencapai 3,60 juta m3 jadi ada sisa sampah yang tidak terangkut. 
Faktanya tumpukan sampah rumah tangga di Kabupaten Dili Timor Leste 
saat ini sudah mencapai 5,85 juta m3 sedangkan lokasi atau Tempat Pembuangan 
Akhir sampah hanya seluas 2 (dua) hektar,  dari jumlah tersebut saat ini sudah 
terpakai 70 % lahan atau pembuangan akhir sampah (TPA). Dengan melihat 
kenyataan tersebut maka seharusnya pemerintah yang telah melakukan proses 
kebijakan pengelolaan sampah Rumah Tangga dapat lebih menjadi suatu 
alternative kebijakan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah mempunyai 4 
(empat) unit truck untuk pengangkutan sampah di Kabupaten Dili, setiap hari 
angkutan sampah mencapai 20 sampai 25 angkutan, hari kerja mulai Senin 
sampai Jumat, berdasarkan pada data yang di ambil oleh peneliti tahun 2014 
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Tabel 1 








































2 Muatan 2000 1850 1700 2550 2010 2200 2002 2601 1900 2222 2322 1985 25342 53,52 
Sumber : Data Kantor Kabupaten Dili-Timor Leste, 2014 
 
Uraian tabel 1 di atas bahwa pengangkutan sampah rumah tangga di 
Kabupaten Dili pada 2014 masih rendah, karena daya angkutan sampah 53,52 % 
yang terangkut, sedangkan 46,48 % sampah yang ada di Kabupaten Dili-Timor 
Leste tidak terangkut, maka banyaknya sampah yang tidak terangkut oleh 
petugas kebersihan Kabupaten Dili menjadi banyak tumpukan sampah di 
pinggir sepanjang jalan, terjadi kemacetan akibat terhempitnya jalan, banjir saat 
hujan lebat, bau busuk, limbah, polusi udara yang tidak nyaman, dan Kabupaten 
Dili yang penuh sampah dan kotor. Kabupaten  Dili belum mempunyai Tempat 
Pembuangan Akhir sampah Rumah Tangga (TPA) yang memadai sehingga saat 
ini masih menjadi persoalan pemerintah daerah Kabupaten Dili dengan 
pemerintah Kabupaten Liquica, sebab tempat pembuangan akhir  sampah 
sementara  digunakan oleh pemerintah Kabupaten Dili adalah wilayah atau 
lokasinya di Kabupaten Liquica. 
Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor : 33/2008/08 tentang 
“Pedoman Pengelolaan Sampah”.  
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari 
sampah. 
b. Bahwa sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehenship 
dan terpadu dari hulu ke hilir. 
c. Bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensip dan 
terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara 
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Meskipun Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan 
tentang pedoman pengelolaan sampah tetapi masyarakat belum ada kesadaran 
terhadap kebersihan lingkungan, tidak peduli pada aturan pemerintah yang 
telah dikeluarkan oleh pemerintah, masih banyak tumpukan sampah, dan 
pembuangan sampah di sembarang tempat, masyarakat belum mempunyai rasa 
tanggungjawab terhadap kebersihan lingkungan. Implementasi kebijakan 
pemerintah di Kabupaten Dili dalam pengelolaan sampah belum efektif dan 
efisien karena pemerintah kurang adanya pengawasan, pengendalian, 
pemanfaatan tugas dan fungsinya yang baik, sehingga banyak masyarakat 
belum ada kesadaran terhadap peraturan pemerintah yang telah di tetapkan. 
Pemerintah melakukan kebijakan dan menggunakan system konsep 3 R (Redus, 
Reuse dan Recycle), yaitu mengurangi tumpukan sampah, dan system kumpul, 
angkut dan buang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alex, (2012:40). 
Fasilitas yang kurang mendukung untuk pengangkutan sampah di 
Kabupaten Dili, sebab dari hari ke hari tumpukan sampah semaking meningkat 
jumlah banyaknya masyarakat di Kabupaten Dili, karena kendaraan yang 
beroperasi di kota Kabupaten Dili hanya 4 unit truck itupun dibagi dua, dua unit 
operasi di bagian timur Kabupaten Dili dan dua unit di bagian barat Kabuapetan 
Dili,  jam pengoperasian pengangkutan di Kabupaten Dili hanya dua kali angkut 
sampah pagi jam 08-10 dan sore jam 02-04. 
Kurangnya tenaga kerja dalam pengangkutan sampah, setiap unit mobil 
terdiri dari 1 (satu) orang supir dan 2 (dua) orang tenaga angkut sampah, 
sehingga empat unit mobil terdiri dari 12 pegawai kontrak, serta alat-alat untuk 
pengangkutan sangat terbatas maka dalam pelaksanaan pekerjaan sangat 
tergantung pada fasilitas dan kebutuhan yang ada. (Regulamento do Ministerio e 
Financias, No : 1/2012, 25 de Janeiru Sobre orsamento Geral do Estado e Operasional). 
Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
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25,600 (Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dollar Amerika) untuk penyewaan 
mobil pengangkutan sampah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 
 
B. KAJIAN PUSTAKA 
 
Implementasi kebijakan menurut Merrile S. Grindle. 
Model implementasi kebijakan dan bermacam-macam salah satunya, 
Merrile S. Grindle model ini diperkenalkan oleh Merrile S. Grindle pada tahun 
1980, Grindle mengatakan bahwa Implementasi kebijakan; merupakan proses 
umum tindakan administratif yang dapat diteiliti pada tingkat program tertentu. 
Milwan, model ini proses pengambilan keputusan dilakukan oleh 
beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program 
yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam 
konteks politik administratif. Sementara proses politik dapat terlihat melalui 
proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, 
sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum terkait aksi 
administratif yangonten atau isi kebijakan yang dimaksud meliputi : 
1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (interest affected).  
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit).  
3. Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned). 
4. Kedudukan pembuat kebijakan/letak pengambilan keputusan (site of 
decision making).  
5. Para pelaksana program (program implementators).  
6. Sumber daya yang dikerahkan (Resources commited).  
Kemudian konteks implementasi yang dimaksud adalah: 
a. Kekuasaan (power) dan kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest 
strategies of actors involved) 
b. Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics).  







Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 2  123 
 
 
Implementasi Kebijakan pemerintah dalam pengeloaan  Sampah di 
Kabupaten Dili Negara Timor Leste Green and Clean yang di mulai tahun 2008 
sebagai implementasi dari Peraturan Kementerian Dalam Negeri Timor Leste, 
Pemerintah Kabupaten Dili membuat inovasi pengelolaan lingkungan secara 
terukur, terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh masyarakat 
dan dunia usaha. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Dili 
Negara Timor Leste untuk merubah paradigma masyarakat tentang pengelolaan 
sampah. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Kementerian Dalam 
Negeri Timor Leste No: 33/2008/08 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. 
Suatu upaya sistematis dalam membudayakan perilaku yang baru dalam 
pengelolaan sampah yang mereka hasilkan agar diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari dengan penuh kesadaran dan masif karena setiap warga masyarakat 
melakukannya.  
Sampah dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik 
berpotensi untuk diolah menjadi kompos sedangkan sampah anorganik 
disetorkan ke tempat pembuangan sampah sementara. Tujuan dibangunnya bak 
sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian  peran serta masyarakat 
agar dapat “bersahabat”  dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi 
langsung dari sampah.  Jadi, bak sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan 
harus bersinergi dengan gerakan 3R (reuse, reduce recycle) sehingga manfaat 
langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan 
lingkungan yang bersih, aman, rapih, indah hijau dan sehat. Pelaksanaan 
kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah diharapkan akan memberikan 
sebuah nilai tambah serta nilai ekonomis terhadap sampah. Keberadaan bak 
sampah juga akan menjadikan realisasi konsep ekonomi kerakayatan yang dapat 
dan mudah untuk diimplementasikan bak sampah juga mampu memberikan 
manfaat utamanya keuntungan masyarakat dari sampah tersebut : 
1. Isi Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan Sampah  
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Isu-isu lingkungan dengan membeludaknya sampah di Kabupaten Dili 
Negara Timor Leste menjadi salah satu penyebab dibuatnya kebijakan 
pemerintah dalam pengelolaan sampah dan membuatnya bak Sampah melalui 
Dili Bersih, aman, rapih, indah, sehat, Green and Clean yang akan disusun 
dengan harapan pemerintah Kabupaten Dili. Pengelolaan sampah 
difokuskan  pada tahapan dan peran dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, 
Hal ini Bupati Dili yang menginisiasi kebijakan pengelolaan sampah tersebut, 
sehingga kebijakan mudah dijalankan dengan sedikitnya aktor pembuat 
kebijakan. Menurut peneliti kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah 
ini kebijakan tunggal pemerintah yang memberi instruksi kepada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat langsung dalam pengelolaan lingkungan 
sehingga dapat dijalankan secara berkelanjutan karena sedikitnya aktor dengan 




b. Jenis Manfaat yang Dihasilkan  
Jika pengelolaan sampah dikelola dengan baik maka akan menimbulkan 
dampak positif terhadap manusia dan lingkungan, berdasarkan observasi dan 
wawancara penulis jenis dan manfaat yang dihasilkan yaitu :  
a. Manfaat terhadap kesehatan 
b. Manfaat terhadap lingkungan  
c. Manfaat terhadap keadaan sosial  
d. Manfaat terhadap ekonomi pada masyarakat di rumah tangga masing-
masing, kemudian disimpan di tempat pembuangan sementara sampah 
organik dan anorganik, setelah itu petugas kebersihan dan pengangkutan 
mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, 
kemudian bak sampah adalah pengumpulan sampah rumah tangga sesuai 
jenisnya (organik dan anorganik), dan hasil pengolahaan di jual lagi ke 
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c. Kedudukan Pembuat Kebijakan  
Berdasarkan peraturan Kementerian Dalam Negeri Timor Leste tersebut 
Pemerintah Kabupaten Dili dalam hal ini Bupati Dili mempunyai inisiatif dalam 
menyatakan tanggung-jawab  pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak 
persampahan terhadap lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan 
Kementerian Dalam Negeri No : 33/2008/08 tentang Pedoman Pengelolaan 
Sampah di Kabupaten Dili. Penyusunan peraturan Kementerian ini bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat serta 
perwujudan upaya pemerintah dalam menyediakan landasan hukum  bagi 
penyelenggaran pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, 
serta  pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah. 
  
d. Para Pelaksana Program  
Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah tentu ada 
para pelaksana dalam implementasinya, selain itu juga diuraikan bagaimana 
peran pihak-pihak yang terlibat. Adapun peran-peran masing-masing pihak 
adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dili sebagai pihak pelaksana kebijakan 
berwenang melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan sampah. Pemerintah 
merupakan pihak yang paling tepat mengambil inisiatif (inisiator) agar  program 
menjadi gerakan masyarakat. Bupati dalam hal ini mempunyai inisiasi 
dalam  pelaksanaan kebijakan tersebut di mulai pada tahun 2008. Pemerintah 
tidak sendiri dalam mengelola kebijakan tersebut. Tentu ada pihak yang terlibat 
dalam pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan. Pihak dari pemerintah terdiri 
dari : 
a) Kementerian Dalam Negeri Timor Leste   
b) Kementerian Kesehatan Timor Leste. 
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Kebiasaan masyarakat membuang sampah dengan adanya bak sampah 
alur, kebiasaan masyarakat membuang sampah menjadi lebih baik, berikut 
kebiasaan membuang sampah masyarakat sebelum ada bak atau tempat 
penampungan sampah dan sesudah ada bak sampah :  
a. Sebelum ada pengelolaan Sampah  
Proses pengumpulan atau pembuangan sampah dimulai dari sumber (rumah 
tangga) sampai ke Tempat Pembuangan sementara sampah (TPSS).  
b. Sesudah ada pengelolaan Sampah  
Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber (rumah tangga) 
sampai ke pengumpulan sampah. Pertama sampah-sampah yang berada di 
Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dikumpulkan oleh petugas 
pengangkutan sampah dari Kabupaten Dili. 
 
e. Sumber Daya yang Dikerahkan  
Menurut Grindle, jika suatu kebijakan dapat berjalan semakin efektif oleh 
suatu kelompok, maka proses implementasinya harus melibatkan kelompok 
lain. Melaksanakan kegiatan hingga penilaian dan pembinaan pengurus 
pengelolaan sampah di lingkungan, Pemerintah Daerah Kabupaten Dili. berkerja 
sama dengan Kementerian Dalam Negeri  Menuju Kabupaten Dili yang bebas 
dari Sampah melalui pengelolaan dan pengangkutan Sampah” didukung 
dengan anggaran dari pemerintah pusat tahun 2015. Pemerintah Daerah 
Kabupaten Dili dalam hal ini bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai 
dengan kapasitasnya. Tujuan dengan adanya kemitraan dalam implementasi 
kebijakan dalam pengelolaan sampah adalah untuk membangun kepedulian 
seluruh komponen masyarakat baik kelompok, maupun individu terhadap 
sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomis dari sampah yang mereka 
hasilkan. Integrasi pendirian bak sampah dan gerakan 3R merupakan satu 
kesatuan dengan tujuan membangun lingkungan yang bersih dan sehat juga 
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3. Konteks Imlementasi Kebijakan dalam pengelolaan sampah Sampah. 
Kekuasaan dan Kepentingan Strategi Aktor yang Terlibat Pembuatan 
kebijakan pemerintah dalam pengelolaan  sampah merupakan kebijakan 
pemerintah pusat yang tentunya menguntungkan bagi berbagai pihak dimana 
program pengelolaan sampah merupakan  pencegahan terhadap buruknya 
pengelolaan sampah di Kabupaten Dili sebelumnya. Sebelum adanya kebijakan 
pemerintah dalam pengelolaan sampah hal tersebut merupakan strategi 
pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah dan lingkungan. Peraturan 
Kementerian Dalam Negeri Timor Leste No : 33/2008/08  Tentang Pedoman 
pengelolaan sampah beserta  penjelasan manfaat bak sampah menambah nilai-
nilai dalam pembuatan kebijakan serta masyarakat akan mendukung kebijakan 
penguasa atau Bupati Dili. Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan 
pemerintah dalam pengeloaan  sampah sebagai  perwujudan untuk Kabupaten 
Dili yang bersih dan hijau serta output yang dihasilkan masyarakat adalah selain 
bermanfaat bagi lingkungan sediri juga bermanfaat bagi masyarakat dari segi 
sosial-ekonomi dalam melaksanakan pengolahan sampah : 
a. Karakteristik Lembaga dan Penguasa  
Pemerintah Kabupaten Dili beserta jajaran Seluruh staf tentu menyetujui 
kebijakan pemerintah dalam pengelolaan  sampah, karena karakteristik 
masyarakat sipil dan lembaga suka dengan mengelola lingkungan.  
b. Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana.  
Konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemerintah dalam 
pengelolaan sampah ini dilihat dari setiap tahunnya semakin meningkat 
tumpukan sampah dan kritikan dari berbagai kalangan. Hal ini tidak terlepas 
dari dukungan masyarakat pada kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan 
dalam pengelolaan  sampah dari tahun 2008-2015 telah mengalami 
peningkatan dalam tingkat kepatuhan dan daya tanggap masyarakat hal ini 
dibuktikan dengan meningkatnya jumlah nasabah bak sampah, berikut 
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“Adanya bak sampah, sikap masyarakat itu seolah-olah kewajibannya, tugas 
dari pemerintah saja.  Jadi ini sudah dirasakan warga masyarakat sendiri, dan 
warga masyarakat sebagai dilayani oleh serta pemerintah sebagai pelayan 
masyarakat akan tetapi pemerintah mendorong dan melakukan sosialiasi dan 
memberikan fasilitator lingkungan melalui penyuluhan lingkungan yang ada 
disetiap Aldeia.  
Dapat dijelaskan bahwa antusias masyarakat cukup masih rendah dalam 
pengelolaan sampah, hal ini tidak terlepas dari peran pengurus Chefe Aldeia 
yang terus mengelola dan mendukung atas kebijakan pemerintah dalam 
pengelolaan sampah. Peran pemerintah yang selalu memberikan dukungan 
kepada masyarakat untuk menjaga dan kelestarian lingkungan hidup.  
 
3. Faktor Pendukung dan Penghambat  
Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di 
Kabupaten Dili tentu ada faktor-faktor baik yang mendukung maupun 
hambatan ketika kebijakan tersebut dilaksanakan. Berikut merupakan faktor 
pendukung dan faktor penghambat di Kecamatan Lamongan :  
a. Faktor Pendukung. 
1. Adanya Peraturan Kementerian Dalam Negeri Timor Leste. 
2. Sarana dan Prasarana yang cukup. 
3. Adanya kesadaran dari masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. 
4. Adanya petugas pengangkutan sampah di Kabupaten Dili Negara 
Timor Leste. 
 
b. Faktor Penghambat 
1. Belum buatnya Peraturan bupati tentang standar pengelolaan sampah. 
2. Belum adanya standar yang memadai dalam pengelolaan sampah di 
Kabupaten Dili 
3. Petugas Pemerintah Kabupaten Dili dalam pengangkutan dan 
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4. Masih kurangnya sarana dan prasaran pendukung terkait fasilitas 
penunjang dalam pengelolaan sampah sehingga masyarakat 
ketidakyamanan kesehatan lingkungan dalam pelaksanaan program 
kerja. 
5. Masih adanya keterbatasan penyediaan bak penampungan sampah di 
setiap Desa.  
6. Belum adanya kerja sama yang baik antara instansi pemerintah terkait 
dengan masyarakat. 
7. Kurangnya alokasi Dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah. 




Kesimpulan yang diambil berdasarkan tujuan dan hasil penelitian adalah 
kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten 
Dili Negara Timor Leste sebagai berikut : 
1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah 
pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, kadang 
pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik kadang tidak efektif hal ini 
disebabkan karena seringkali adanya intervensi dari pemerintah, dalam hal 
ini Kementerian Dalam Negeri Timor Leste, pelaksanaan program 
pengelolaan sampah rumah tangga tidak di Kabupaten Dili tidak efektif dan 
efisien.  Kondisi ini terlihat terdapat kelemahan yang kurang terpuasnya 
masyarakat terhadap pelayanan pemerintah atau petugas penganggkutan 
dan pengelolaan sampah rumah tangga yang belum terpadu.  
2. Faktor penghambat dan pendukung  
kurangnya tenaga kerja dan sumberdaya manusia serta fasilitas yang belum 
mendukung untuk menggunakan dalam pengelolaan atau pengangkutan 
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minim karena dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan, masyarakat sulit 
memahami tentang kebersihan lingkungan, tidak peduli terhadap kesehatan 
diri sendiri. 
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dili 
Pemerintah Kabupaten Dili mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, 
pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan lingkungan, pembuatan bak 
sampah di setiap Desa, pengangkutan sampah dari TPSS (tempat 
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